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Lampiran 2. Surat Tugas Wawancara kepada LKBH dan Advokat 
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Nomor 

Lampiran 

Pcrihal 

 

 

 

Kepada Yth 

: 984/K/FH/S.1/ IX/2024 

 

Permohonan Melakukan Penggalian Data 

dan Wawancara. 

 

 

: Bapak Sugianto, S.H. 

JI. Menanggal V/6, Menanggal, Kec.Gayungan Surabaya. 

Jawa Timur 60234 

 

 

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, mahasiswa 

Program Studi llmu Hukum (SI), Fakultas Hukum Universitas I 7 Agustus I 945 

Surabaya dengan judul " Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby ten tang 

Kasus Pcmbunuhan dilihat dari Perspektif HAM., yang memerlukan bahan 

hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan 

penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal 

tcrsebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan 

ijin dan banluan kepada mahasiswa di bawah ini: 

 

Nama 

Nim 

No. Telp 

 

: Venansia Dinati Tifani Oan 

: 1312100088 

: 088 I 52024268 

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenru1 dan 

kebijaksanaannya diucapkan terima kasil1. 

 

 

 

 

 

 

 

M.1-!. 

 

Tembusan 

l. Arsip: 

 

23 September 2024 
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Lampiran 3. Trankrip Wawancara Narasumber LKBH Ahmad Bagus 

Aditia, S.H 

TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN NARASUMBER LKBH 

AHMAD BAGUS ADITIA, S.H 

Venansia : "Selamat pagi, Pak Bagus. Apa kabar Bapak hari ini?" 

Ahmad Bagus : "Selamat pagi. Alhamdulillah, baik Sonya. Terima kasih sudah 

menanyakan. Bagaimana dengan Sonya?" 

Venansia : "Puji Tuhan saya baik juga, Pak. Sebelumnya saya 

mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan pak Bagus 

untuk wawancara ini." 

Ahmad Bagus : "Iya sama-sama Sonya. Senang bisa membantu. Jadi, ini untuk 

penelitian kampus, ya?" 

Venansia : "Iya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Venansia Dinati 

Tifoni Dan, tapi biasa dipanggil Sonya. Mahasiswa S1 Fakultas 

Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, semester VII dari 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau sering dikenal 

dengan Kampus Untag Surabaya." 

Ahmad Bagus  : "Baik, Sonya. Senang bertemu kembali dengan kamu Sonya. 

Judul penelitiannya apa kamu gimana sonya?" 

Venansia : "Penelitian saya berjudul 'PUTUSAN NOMOR 

454/PID.B/2024/PN.SBY  BERDASARKAN  PERSPEKTIF 

PRINSIP HAK ASASI MANUSIA'. Saya sangat menghargai 

kesempatan dari Bapak untuk berbagi pandangan terkait kasus 

ini, yang memang cukup mendapat perhatian luas." 

Ahmad Bagus : "Oh, iya. Kasus itu memang banyak dibicarakan untuk sekarang 

atau sedang viral ya. Apa yang ingin Sonya gali lebih lanjut dari 

perspektif LKBH?" 

Venansia : "Dalam penelitian ini, saya ingin menggali lebih dalam 

pandangan Bapak mengenai aspek hukum dan hak asasi 

manusia dalam putusan ini. Jika Bapak berkenan, saya akan 

mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh 

pandangan Bapak secara mendalam." 

Ahmad Bagus  : "Tentu, silakan ajukan pertanyaannya." 

Venansia : ”Bagaimana LBH melihat putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby 

dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup 
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dan hak atas keadilan? Apakah LBH berencana untuk 

mengambil langkah hukum lebih lanjut terkait kasus ini?” 

Ahmad Bagus : Yang pertama disini tentunya kita semua paham, pasti tau juga 

apalagi praktisi hukum dan Lembaga bantuan hukum terkait 

dengan putusan yang cukup fenomenal yaatau yang cukup 

menjadi perbincangan. Kalo dari kami melihatnya, yang 

pertama cukup sangant disayangkandalam persoalaan yang 

sedemikian rupa. Jujur kami tidak mengikuti terkait dengan 

proses persidangan pada waktu itu, namun kami sempat 

membaca terkait dengan berkas-berkas perkara yang ada bahkan 

kami juga sempat membaca terkait dengan garis besar hasil 

visum, dan beberapa hal yang kami sangat sayangkan disini 

adalah, dan bagaimana pun juga saya harus mungkin ini bisa 

jadi adalah kealpaan atau kehilafaan majelis hakim dalam 

memutus perkara yang pertama adalah kekurang jeliaan dalam 

melakukan atau memeriksa perkara tindak pidana padahal 

didalam hukum pidana itu sudah jelas bawasanya hakimnya itu 

perlu bersikap aktif dan seperti itu, dan berbeda dengan hukum 

perdata. Sehingga ini juga menjadi catatan bagi kami para 

penegak hukum juga, bawasaannya untuk kedepanya kami juga 

mengharapkan hakim-hakim itu bisa bersifat professional, 

proposional seperti hakim atau sebagai wali Tuhan di dunia. 

Yang kedua, terkait dengan pandangan HAM, dan terkait dengan 

keadilan, terkait dengan HAM dalam hal ini tentunya jika kita 

berbicara konteks HAM tentu disini dalam perkara ini ada satu 

nyawa yang melayang dengan cara yang memang tidak 

seharusnya seperti itu, dan ada beberapa hal yang menyebapkan 

terjadinya kematian dari korban, sehingga dalam hal ini sudut 

pandang HAM cukup tercederai dalam hal ini, karena apa, karna 

jika kita berbicara terkait dalam konteks HAM itu meninggalnya 

seseorang dan kehilanganya HAM seseorang, salah satunya hak 

untuk hidup itu sudah suatu hal yang menyakitkan atau 

mencederai HAM tersebut. Sedangkan dalam kasus ini 

ditambahi dengan adanya putusan bebas, ini bukan hal yang 

sepele menurut LBH, jika kita berbicara dalam sudut pandang 

HAM, tentu LBH sangat menyayangkan juga terkait dengan hal 
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ini dan saya yakin para teman-teman aktifis HAM terkait 

dengan apapun itu sangat tercederai dengan putusan itu. 

Selanjutnya terkait dengan keadilan, kalo kita berbicara soal 

konteks HAM saja sudah cukup mencederai apalagi keadilan 

seperti itu, ada satu nyawa yang melayang ada seorang anak 

yang meninggal , dan ada oaring tua yang ditinggal oleh 

anaknya, dan ada anak yang ditinggal ibunya, dan tidak ada 

seseorang yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini, sehingga 

dalam hal ini tidak sangat terpenuhi bagi kami. 

Selanjutnya apakah LKBH mengambil Upaya hukum, tentunya 

kita tidak punya wewenang untuk melakukan itu, atau untuk 

melakukan Upaya hukum, karena bagaimana Upaya hukum itu 

hanya dimiliki oleh keluarga korban, kecuali apabila keluaraga 

korban menunjuk kami atau LKBH untuk menjadi penasehat 

hukumnya, itu kita bisa melakukannya, itupun hanya kalo sudah 

didalam pengadilan wewenang kita hanya untuk komunikasi 

dengan jaksa penuntut umum, kenapa? Karena kalo di pidana 

itu memang korban itu biasanya akan diwakilkan oleh jaksa 

penuntut umum, tapi bukan berarti dalam hal ini kita tidak 

melakukan apapun, dalam menyikapi ini sempat menjadi 

perbincangan kita juga didalam internal dan dalam hal ini kita 

biasanya akan melakukan anotasi putusan. anotasi putusan itu 

adalah kita melihat, kita mempelajari dan memahami ptusan- 

putusan dan kita akan melakukan kajian, sehingga biasanya kita 

ada catatan-catatan seperti itu, sehingga nanti juga munculnya 

rekomendasi terkait dengan anotasi putusan it, bawasaannya 

salah satu contohnya;, seharusnya majelis hakim menggunakan 

pasal ini, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal ini 

dalam ptusan-putusan dan itu memang kebiasaan yang kita 

pakai dalam LKBH. 

Venansia : selanjutnya pertanyaan kedua; Apa pandangan LKBH mengenai 

perlakuan terhadap saksi dan korban dalam kasus ini? Apakah 

menurut bapak sebagai LKBH ada pelanggaran terhadap hak- 

hak mereka dalam proses peradilan? 

Ahmad Bagus : Jika tidak salah, serta mohon koreksinya juga, jadi dalam kasus 

ini juga memang salah satu kasus pidana yang minim saksi 

seperti,  sehingga  dalam  hal  ini  jika  kami  atau  LBH 
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berpandangan terkait hak-hak mereka, kalo hak-hak saksi dan 

korban, kalo kita berbicara terkait dengan saksi dan dalam hal 

ini memang minim saksi, maka dalam pandangan kami hak-hak 

mereka sebagai saksi memang tidak ada masalah dalam proses 

penegakan hukum, Cuma yang tadi sempat saya sampaikan 

diawal terkait dengan pertanyaan pertama, ini hak-hak korban 

ini walaupun korban sudah meninggal dunia tapikan kalo kita 

pakai asas -asas hukum pidana dan juga asas-asas hak asasi 

manusia tentunya tidak bisa selesai dengan sebatas itu. 

Venansia : pertanyaan ketiga; Seberapa sering LKBH menangani kasus di 

mana prinsip-prinsip HAM dilanggar oleh putusan pengadilan? 

Bagaimana strategi LKBH dalam menangani kasus-kasus 

tersebut? 

Ahmad Bagus : Terkait dengan seberapa sering, memang kita tidak begitu sering 

berhadapan dengan perkara-perkara ini, karena memang 

notabenenya adalah kita ini adalah organisasi bantuan hukum 

Dimana kita juga akan memilah-milah terkait dengan perkara- 

perkara yang kita dalam posisi jemput bola. Dalam hal ini kita, 

memang beberapakali mengalami atau kita mendampingi 

proses terkait dengan perkara-perkara yang berurusan dengan 

hak asasi manusia., dan apakah pernah dalam bahasan ini 

dilanggar, kami dalam konteks ini bawasaan kami belum 

sepenuhnya puas dengan pertimbangan hakim sampai dengan 

putusannya. Dan kalo pelanggaran-pelanggaran itu biasanya 

yang mempunyai wewenang untuk menyatakan dilanggar 

melanggar terkait dengan kode yanglain itu kan komisi yudisial 

ranahnya dan dewan pengawas atau abdan pengawas, sehingga 

kami akan lebih focus kepada Upaya hukum kalo seandainya kit 

aitu belum puasa dan ada beberapa hal yang memang tidak 

dipertimbangkan lagi dana tau tidak sebagaiamana hukum 

pidana, kita Upaya hukumnya adalah banding, dan kalo 

memang banding itu tidak maksimal dan masih ada rasa 

beberapa hal yang kurang serk dalam penanganan kita ya kita 

bakalan kasasi sampai pk, sampai dengan memang Upaya 

hukum itu tidak bisa dilakukan lagi. 
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Venansia : pertanyaan keempat; Apa tantangan terbesar yang dihadapi 

LKBH dalam memperjuangkan hak-hak korban atau terdakwa 

terkait kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini? 

Ahmad Bagus : Yang pertama dari LBH terkait dengan tantangan, sebenarnya, 

tantangan dalam memperjuangkan hak-hak korban dan 

terdakwa ini, dalam kasus pelanggaran HAM itu sebenarnya 

lebih, dan ada dua hal yang paling mencolok; Yang pertama; 

itu tertuju pada korban itu sendiri karena tidak semua korban itu 

memiliki sadaran dan kemauan untuk melaporkan tindak- 

tindakan yang sebenarnya merebut hak asasinya dia sendiri. 

Masih banyak sekali orang-orang disekitar kita, khususnya di 

Jawa Timur, yang memang menganggap kasus-kasus 

pelanggaran HAM itu adalah kasus-kasus biasa terus bisa 

selesai dengan perdamaian dan lain-lain sebagai perlindungan 

hukum mereka dan terhindar dari aib dan tidak jarang juga 

orang-orang itu memang bersifat apatis terkait dengan itu., 

sehingga terkait tantangan terbesar kita ada pada korban sendiri. 

Yang kedua; para penegak hukum, baik dalam instansi 

kepolisian, kejaksaan, maupun didalam pengadilan, itu juga 

menjadi salah satu tantangan terbesar kita kami tidak 

mennyapaikan aka nada be berapa hal yang diluar jalur hukum, 

namun tantangan disini yang kami maksud adalah terkait 

dengan proses pembuktian, terus lamanya proses itu biasanya 

tidak jarang juga kasus-kasus pelanggaran HAM itu sulit tuntas, 

karena memang kesulitan dalam pembuktian, dan karena ini 

juga perkara universal HAM itu akan selalu menyangkut banyak 

pihak. 

Venansia : pertanyaan kelima; Bagaimana LKBH melihat peran sistem 

hukum pidana di Indonesia dalam memastikan keadilan bagi 

korban dan pelaku, dengan mempertimbangkan HAM? 

Ahmad Bagus : Terkait dengan peran system hukum pidana diindonesia itu, 

dalam memastikan keadilan itu, jika kita lihat systemnya itu 

sudah bagus sebenarnya, kita punya perangkat yang 

independent dalam artian dalam kepolisian kita punya yang 

Namanya propam terus kita juga punya yang 

Namanya,menkopolhukam, dll, Dimana itu bisa sebenarnya ada 

pengawasanya, masing-masing, karena masing-masing instansi 
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itu ada pengawasnya, terus kita kejaksaan juiga disitu ada 

kejaksaan agung dia juga bisa menerima laporan-laporan terkait 

dengan penegakan-penegakan hukum, begitu juga di kekuasaan 

kehakiman Dimana kita punya komisi yudisial yang disana 

mempunyai perangkat-perangkat untuk melakuakn Tindakan- 

tindakan baik untuk pemecatan baik itu teguran tertulis kepada 

penegak hukum yang dalam ruang lingkup hakim, namun yang 

menjadi problem disini itu adalah mental. Mental penegak 

hukum kita itu sampai dengan saat ini masih belum ideal 

menurut saya, okeylah tidak jarang juga penegakan hukum itu 

memang sesuai dengan jalurnya, tapi untuk penegak-penegak 

hukum yang lain masih banyak juga yang mempermainkan 

hukum dan lain-lain. Dan kalo dari sistemnya saya rasa sudah 

cukup baik, jika kita bicara system. 

Venansia : pertanyaan keenam ya pak; Apakah LKBH memiliki data atau 

studi kasus lain yang menunjukkan tren serupa dalam 

pelanggaran HAM oleh putusan pengadilan? Bagaimana LKBH 

menggunakan data ini untuk advokasi lebih lanjut? 

Ahmad Bagus : Terkait dengan data studi kasus lain, lbh belum punya sampai 

saat ini, Cuma kalo ditanya bagaimana LBH menggunakan data- 

data untuk advokasi lebih lanjut,biasanya, perkara-perkara data 

dari perkara pidana yang sudah putus itu kan sudah incrah sudah 

tidak bisa diapa-apakan lagi atau Upaya hukum nya sudah 

selesai, terus untuk apa seandainya kita kumpukan? Itu adalah 

biasanya kita untuk melakukan penyuluhan, melakukan 

pelatihan-pelatihan, melakukan penguatan-penguatan kapasitas 

pengetahuan hukum pada Masyarakat luas, salah satu 

contohnya jika kita berbicara tentang kekerasaan seksual kita 

nanti akan ambil beberapa putusan-putusan pengadilan terkait 

dengan korban-korban itu, lalu nati kita sampaikan pada 

Masyarakat bawasaanya ini memang ancama serius. 

Venansia : selanjutnya pertanyaan berikutnya; Apa saran atau rekomendasi 

LKBH untuk pengadilan dan pembuat kebijakan agar putusan 

pengadilan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip HAM? 

Ahmad Bagus : Kalo soal rekomendasi dari LBH untuk pengadilan tentunya 

dalam hal ini untuk memperketat aja pengawasan terkait dengan 

perangkat-perangkat didalam pengadilan, itu semuanya baik 
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dari hakimnya sampai panitera serta beberapa pihak-pihak 

dalam sidang itu diperketat aja, sehingga nanti tidak terjadi 

penyelewengan hukum terjadi. 

Dan terkait dengan membuat kebijakan, ini juga penting 

sebenarnya sebelum kebijakan itu dibentuk menjadi undang- 

undang itu ada Namanya proses(lupa) yang Dimana itu intinya 

adalah pemenjaring partisipasi dari Masyarakat. Salah satu 

contohnya; DPR mau mengagas terkait dengan undang-undang 

lingkungan hidup di Siduarjo, dan itu biasanya akan dan DPR 

itu harus mengambil sempel dan mengambil salah satu tokoh 

Masyarakat atau praktisi hukum atau akademisi terkait dengan 

lingkungan yang akan diajari untuk melakukan pembuatan 

kebijakan dan sehingga nanti kebijakan yang dibuat itu memang 

sudah proposional dan tidak terkesan atau tidak memihak 

kepada Masyarakat. Dan begitu juga terkait dengan prinsip- 

prinsip HAM, yang tentunya, jika seandainya pembuat 

kebijakan itu memang menjunjung tinggi aspek hak asasi 

manusia dalam hal ini ya tentunya dalam pembuatan kebijakan 

harus melibatkan banyak pihak, bisa itu akdemisi, praktisi atau 

juga sekarang tidak sedikit juga organisasi-organisasi yang 

bergaya dalam bidang HAM. 

Venansia : pertanyaan kedelapan ya pak: Bagaimana cara LKBH bekerja 

sama dengan komunitas, advokat, atau lembaga internasional 

untuk mempromosikan dan melindungi HAM dalam sistem 

peradilan Indonesia? 

Ahmad Bagus : Kalo LBH ini tersendiri kita sudah bebrapa kali dan hampir 

setiap tahun kita melakukan beberapa hal terkait dengan kerja 

sama dengan komunitas, biasanya gitu kita komunitas 

lingkungan terus komunitas, penggiat HAM dan sebagainya itu 

biasanya kita melakuakn; yang pertama diskusi publik, diskusi 

publik rutin itu biasanya kita lakukan untuk memberikan 

pengetahuan pola piker kepada Masyarakat terkait dengan isu- 

isu hak asasi manusia yang ada yang sedang buming atau viral, 

entah itu terkait dengan pemberantasan lahan atau terkait 

dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Dan kalo untuk 

memperomosikan kita lebih pada penyuluhan masih banyak 

Masyarakat kita, dan kita tidak usah omong soal Indinesia, kita 
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bicara saja Siduarjo dan Surabaya aja masih banyak 

Masyarakat-masyarakat yang memang belum mengerti apa itu 

hak asasi manusia bahkan haknya sendiri itu mereka belum tau 

dan itu yang biasanya kita melakukan penyulusan-penyuluhan. 

Venansia : pertanyaan selanjurnya; Bagaimana LKBH melihat masa depan 

pengadilan dalam konteks kasus pembunuhan dan prinsip 

HAM? Jika melihat proses peradilan pada kasus ini? 

Ahmad Bagus : Sebanranya kalo kita melihat masa depan pengadilan itu dalam 

konteks luas kita masih punya harapan tinggi, karena itu hukum 

itu adalah satu-satunya norma yang punya sifat untuk memaksa. 

Satu-satunya norma yang memiliki dan mempunyai kekuatan 

untuk memaksa adalah hukum. Dan apabila kita persempit, 

jkalo kita melihat proses peradilan dalam kasus yang kita bahas 

pada hari ini tentunya kita sangat pesimis, pasti bagaimana 

Tindakan-tindakan seperti itu, bagaiaman perbandingan seperti 

putusannya bisa seperti itu juga. Kalo kita liat dalam arti sempit, 

kita berkaca dalam proses ini kita sangat tercederai ya tapi kalo 

kita dalam konteks luas yakin diluar sana masih banyak penegak 

hukum yang masih menjujung tinggi hak asasi manusia. 

Venansia : selanjutnya; Apakah ada kebijakan atau undang-undang tertentu 

yang LKBH harapkan untuk diubah atau diperbaiki untuk 

memastikan perlindungan HAM yang lebih kuat dalam kasus 

pembunuhan? 

Ahmad Bagus : Kalo dalam kasus pembunuhan dalam hal ini, kalo LBH dan 

pebndapat kami adalah sebenarnya KUHP kita yang lama 

ataupun yang baru akan diterapkan dibeberapa tahun kedepan 

itu., untuk kasus pembunuhan masih cukup bagus, dalam artian 

dalam hukumanya juga cukup tinggi, namun ada beberapa hal 

yang kami rekomendasikan sebetulnya untuk dikaji ulangoleh 

pemerintah yaitu terkait dengan kebebasan berpendapat dan itu 

juga tidak lepas dari hak asasi manusia, karena kita juga sebagai 

manusia memiliki kebebasan untuk menyampaika pendapat, 

padahal apa bila kita berkaca dalam kurun waktu beberapa tahun 

ini banyak orang yang dikriminalisasi, dikeritik sedikit sudah 

dikenakan makar atau hesbit dan lain sebagainya, apalagi 

kedepannya ini juga ada yang Namanya Undang-Undang Pers, 
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itu juga sangan cukup menghawatirkan juga yang dimna nega 

mencoba untuk menguasai beberapa lingkup. 

Venansia : untuk pertanyaan berikutnya; Apakah ada Langkah-langka 

spesifik yang telah diambil oleh LKBH untuk menagapi putusan 

ini? 

Ahmad Bagus : Untuk langakah hukum, tentunya kami tidak bisa melakukan 

langkah-langkah hukum tanpa adanya pelimpahan kewenangan 

atau surat kuasa, namu itu kita bisa mengangkat ini didalam 

diskusi-diskusi kitab isa sampaikan pada Masyarakat 

bawasannya memang ada yang tidak beres dalam penerapan 

hukum diindonesia salah satunya adalah ini, sehingga nanti kita 

akan melakukan beberapa monitoring agar kitab isa sebagai 

LBH juga itu bisa bekerjasama dengan komisi yudisial untuk 

melakukan monitoring baik itu bersifat seperti perkaman dalam 

pengadilan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa lebih 

professional. 

Venansia : dan untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terahkir; 

Disnikan sudah ada kebijakan serta berita terkait pemecatan 

ketiga Hakim yang menangani kasus ini, lalu bagaimna menurut 

pendapat LKBH terkait pemecatan ketiga hakim ini? 

Ahmad Bagus : Terkait dengan pemecatan, kalo yang saya rasakan dengan kasus 

ini dan keputusan dan pertimbangan yang dibuat secara sadar 

oleh wakil kita Tuhan didunia, Dimana putusan itu, dan saya 

sampaikan lagui cukup mencederai banyak pihak, dan menurut 

saya sudah tepat. 

Venansia : "Baik, Pak Bagus, sepertinya itu semua pertanyaan yang ingin 

saya ajukan. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya 

yang sangat membantu." 

Ahmad Bagus : "Sama-sama Sonya. Saya senang bisa berbagi, dan semoga ini 

bermanfaat untuk penelitian Sonya." 

Venansia : "Tentu sangat bermanfaat, Pak. Penjelasan Bapak sangat 

membantu saya dalam memahami aspek hukum dan hak asasi 

manusia terkait kasus ini. Terima kasih juga untuk pandangan- 

pandangan yang telah Bapak sampaikan." 

Ahmad Bagus : "Senang mendengarnya. Semoga penelitian kamu berjalan 

lancar hingga selesai." 
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Venansia : "Amin, terima kasih atas doanya, Pak. Kalau di lain waktu ada 

hal yang perlu saya tanyakan lagi, apakah saya boleh 

menghubungi Bapak?" 

Ahmad Bagus : "Tentu saja, tidak masalah. Silakan hubungi saya kapan saja jika 

ada yang perlu diklarifikasi." 

Venansia : "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Bapak selalu diberi 

kesehatan dan kelancaran dalam semua urusan." 

Ahmad Bagus  : "Terima kasih juga. Semoga sukses dengan studi Anda." 

Venansia : "Amin, terima kasih, Pak. Selamat siang, dan sampai jumpa 

lagi." 

Ahmad Bagus  : "Selamat siang, sampai jumpa lagi Sonya." 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara Narasumber Advokat Sugianto, S.H 

TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN NARASUMBER ADVOKAT 

SUGIANTO, S.H 

Venansia  : "Selamat pagi, Pak Sugi. Apa kabar Bapak hari ini?" 

Sugianto : "Selamat pagi. Alhamdulillah, baik Sonya Sonya gimana kabarnya, 

sering kekantor tapi jarang ketemu saya ya?" 

Venansia : "Puji Tuhan saya baik juga, Pak. Iya pak main tapi jarang ketemu, 

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan 

kesediaan pak Sugi untuk wawancara ini." 

Sugianto : "Iya sama-sama Sonya. Senang bisa membantu. Jadi kamu penelitian 

dari kampus, ya?" 

Venansia : "Iya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Venansia Dinati 

Tifoni Dan, tapi biasa dipanggil Sonya. Mahasiswa S1 Fakultas 

Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, semester VII dari Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya, atau sering dikenal dengan Kampus 

Untag Surabaya." 

Sugianto : "Baik, Sonya. Senang bertemu kembali dengan Sonya. Kamu pakai 

Judul penelitiannya apa sonya?" 

Venansia :"Penelitian saya berjudul 'PUTUSAN NOMOR 

454/PID.B/2024/PN.SBY BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP 

HAK ASASI MANUSIA'. Dan sebelumnya Saya sangat menghargai 

kesempatan dari Bapak untuk berbagi pandangan terkait kasus ini, 

yang memang cukup mendapat perhatian luas." 

Sugianto : "iya. Kasus itu memang banyak dibicarakan untuk sekarang bahkan 

saya dengan beberapa teman juga sering membahas terkait kasus itu 

ya. Apa yang ingin Sonya cari dan tanyakan kepada saya?" 

Venansia : "Dalam penelitian ini, saya ingin menggali lebih dalam pandangan 

Bapak mengenai aspek hukum dan hak asasi manusia dalam putusan 

ini. Jika Bapak berkenan, saya akan mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk memperoleh pandangan Bapak secara mendalam." 

Sugianto : "Tentu, silakan kita langsung saja pada pertanyaannya atau 

diskusinya ya." 

Venansia : Bagaimana Advokat melihat putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby 

dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan 

hak atas keadilan? Apakah Advokat berencana untuk mengambil 

langkah hukum lebih lanjut terkait kasus ini? 
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Sugianto : Terkait dengan Putusan No.454/Pid.B/2024/Pn.Sby, yang 

terdakwanya atas nama Ronald Tanur yang diputuskan di pengadilan 

Negri Surabaya, untuk itu atau terkait dengan kasus itu saya belum 

membaca secara keseluruhannya, tapi saya membaca sekilas terkait 

dengan kasus itu. Yang pertama, tentang prinsip-prinsip penegakan 

hak asasi manusia, di UU NO.39 Tahun 1999 Tenyan Hak Asasi 

Manusia, itu Rezim undang-undangnya itu berbicara tentang tiga hal; 

yang pertama, Menghormati Hak Asasi Manusia, atau yang kita 

kenal to fulfell, yang kedua, terus kemudian melindungi atau 

memenuhi yang kita kenal dengan to protec,terus kemudian yang 

ketiga itu, terkait dengan menghormati , yang kita kenal dengan to 

greet terkait menghormati.jadi pemenuhan adalah to fulfell, 

perlindungan itu adalah to protec, terus kemudia tentang menghargai 

bagaimana kita menghargai hak asasi manusia itu sendiri itu yang di 

rezimnya itu adalah yaitu prinsipnya adalah to greet. Terkait dengan 

Keputusan-keputsan ini dan terkait pembacaan putusan sebenarnya 

pembatalan putusan itu bisa dilakukan dengan tidak mengindahkan, 

tidak boleh kemudian kita berorentasi kepada sikap dan 

mengomntari isi yang sebenarnta, tapi kita lebih kemudian 

mengedepankan bagaimana proses kita mengomentari atau 

kemudian membuat komentar secara akademis secara kajian, itu 

bahasanya kalang an akdemis dikenal sebagai kajian putusan atau 

yang sering kita kenal anotasi putusan. Anotasi putusan itu bisa 

dilakukan oleh siapapun, baik dia akademisi, baik dia advokat atau 

konsultan hukum dan banyak hal yang lainnya, yang penting itu 

adalah berbasis mengomentari apa isi putusan itu berdasarkan 

perspektif hukum yang lain, atau mengkaji putusan karena apa, 

karena pengadilan ini adalah pengadilan yang terhormat , kan majelis 

hakimnyapun dipanggil khusus yaitu yang Mulia, tetapi kitab oleh 

kemudian mengomentari dari ini dari forum akademik maupun 

forum-forum yang kemudian bersifat internum. Internum itu adalah 

dialam penegakan hukum , salah satunya adalah perspektif yang kita 

bangun adalah perspektif hak asasi manusia. 

Perspektif hak asasi manusia yang saya sampaikan tadi, yang tiga 

tadisebenarnarnya ada satu hal yang kemudian atau bahasanya 

adalah merekroferi. Merekroferi itu adalah memulihkan. Kalo kita 

berbicara tentang hak asasi manusia terkait dengan hak hidup tentu 
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saja sangat-sangat menggangu penegakan hukum, karena apa, untuk 

yang putusan No.454/Pid.B/2024/Pn.sby ini adalah putusan pidana. 

Putusan pidana biasa, yang disanggah korbannya satu, adalah korban 

yang kalo kita sebutnya adalah masyarakat umum, siapa korbanya? 

Wanita, wanita itu masuk dalam masyarakat umum , kita ketahui 

bersama bahwa internal mahkamah agung dengan kemudian 

menurunkan perma no.2, itu ngomong atau berbicara terkait 

perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, disana itu diatur terkait dengan 

bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan hukum itu, 

bahasanya tidak hanya dia berposisi sebagai korban, tapi dia juga 

sebagai berposisi sebagai pelaku, tetapi dalam perspektif putusan 

No.454/Pid.B/2024/Pn.sby ini berbicara tentang sebagai korban. 

Ketika dia ngomong sebagai korban , maka kemudian hak-hak yang 

melekat adalah hak-hak dia sebagai korban, ,meliha perspektif 

putusan. Kalo kita dikenal dengan hukum acara. Hukum acarapun 

juga ada terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Salah satunya 

adalah membentuk kepastian hukum, yang pastinya kaitanya dengan 

bagaimna prinsip-prinsip hak asasi manusia , kalo yang saya rasa 

didalam putusan ini kalo say abaca sekilas ini sangat mencederai 

sekali , karena apa, kalo saya pembacaan saya didalam hukum acara 

pidana. Hukum acara pidan aitu adalah hukum formil yang 

kebenarannya itu mengejar kebenaran materil. 

Kebenaran materil itu adalah bisa dibuktikan dengan alat bukti yang 

ada di hukum acara pidana , ada di KUHAP. Dalam perspektif 

pengenaaan pasal disini berbicara terkait denga isi putusan, majelis 

Hakim tetap mmepertimbangan berbagai macam alat-alat bukti, 

termasuk barang bukti didalam KUHAP, tetapi Ketika saya membaca 

sekilas Hakim lupa dalam menerapkan asas pendekatan terkait 

dengan asas hukum itu ada banyak ,asas kepastian hukum, asas 

keadilan, ini lupa berbicara terkait dengan asas keadilan, bahwa ini 

korbanya ada dan kemudian, disana yang bersangkutan itu yang 

awalnya yang saya melihat berita, bahwa yang bersangkutan Ketika 

ditanya oleh seorang security diapartemen itu, dia mengaku bahwa 

dia tidak kenal dengan korban, dan kemudian dia mengaku pacar dari 

korban. Tetapi tidak ada CCTV, bahkan kemudian ada penghilangan 

barang bukti, hal ini sangat menarik, jika kita ingat dengan kasus 
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Sambo, yang kemudian penghilangan barang bukti, penghilangan 

alat bukti , bahkan kemudian polisi secara serentak meminta bantuan 

CCTV yang ada disekitar perjalan, perjalan ambulance yang bisa 

samp eke Rumah Sakit Cipto mangun Kusumo pada saat itu, untuk 

membawah korban kemudian, dan melewati itu, dan dikawal dengan 

begitu ketatnya, tapi bagaimana pun juga dalam konteks hukum 

serapi-rapinya menyembunyikan, atau merekontrasi ulang sampai 

tidak adanya kesalahan, bahwa kemudian putusan ini bukan lepas, 

kan kalo lepas itu kan, yang bersangkutan masih melakukan tindak 

pidana, tapi Jaksa kemudian salah dalam mendakwakan. 

Tapi kalo bebas atau putusan bebas, dia tidak melakukan tindak 

pidana sama sekali, tapi disini, seharusnya, perspektif yang dibangun 

oleh hakim adalah perspektif yang Dimana kemudian pencapain 

tidak hanya kepastian hukum tapi keadilan hukum itu harus 

ditegakan. Sekali lagi dalam kajian hak asasi manusia ini sangat 

menggangu sekali dalam penegakan karena Amanah undang-undang 

itu sudah jelas bahwa salah satu hak yang melekat yang tidak bisa 

dikurangi, karena dalam hak asasi manusia itu dalam rezim itu ada 

dua, Namanya itu the lijen bilrit sama non diljerast, yang bisa 

dikurangi dan tidak bisa dikurangi, dan hak hidup itu tidak bisa 

dikurangi oleh siapapun, barangsiapa yang kemudian, barangsiapa 

yang kemudian merebut nyawa seseorang atau menghilangkan 

nyawa seseorang tanpa hak dia akan dikenai hukuman, siapapun itu, 

bahwa kalo saya bilang hakim melihat asas keadilan , hakim 

mengindahkan asas keadilan, kalo bagi saya , bahkan disini yang ada 

adalah dia ada bersaan dengan pacarnya dan tidak ada satu orangpun, 

dan tidak ada satupun CCTV yang membuktikan bahwa ada orang 

lain lagiyang Bersama korban pada saat itu, dan sekarang nyawanya 

sudah tidak ada lagi atau mati, kecuali orangnya masih ada. 

Venansia : Menurut Bapak apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut 

sudah sesuai dengan standar HAM internasional, khususnya terkait 

hak untuk hidup dan hak atas keadilan? 

Sugianto : Kalo berbicara soal hukum internasional itu, itu diatur dalam pasal 7 

Deklarasi hak asasi manusia atau duham, itu ada hak sipil, politik, 

terkait hak untuk hidup, kalo berbicara terkait hak asasi manusia, 

terkait dengan hak hidup itukan bukan hak sipol tapi hak ekosob, 

ekonomi sosial dan budaya.kalo kita berbicara terkait hak itu, yang 
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pasti tidak memenuhi asas itu, apalagi kemudian saya tadi bilang 

bahwa hak hidup itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi sama 

sekali, bahkan ada kajian-kajian anak hukum kita yang mengacu di 

Belanda, ada salah satu kajian yang pernah saya ikuti, bahwa sampai 

hukuman mati pun itu tidak dikehendaki, karena apa masih banyak 

terkait dengan pelanggaran apa lagi ini penghilangan nyawa,kan jelas 

y aini menghilangkan nyawa, bisa tidak dibuktikan, kan bahasannya 

bagini, ini itu bukan pembuktian terbukti, ini berbicara hukum acara 

pidan aini bukan pembuktian terbukti maka seharusnya hakim 

mencari kebebnaran materil. Tentang kepentingan keadilan itu harus 

benar-benar ditegakkan kalo berbicara hukum Internasional atau 

Duham, dan di ekosop yang jelas diatur bahwa tidak bisa hal itu 

dikeluarkan. Tidak ada satu orangpun, kecuali dia menyabut 

nyawanya oleh sang pencipta itu berbicara terkait hak bagaimna 

kausalitas antara manusia dan manusia, atau person to person, bukan 

badan hukum dengan badan hukum tapi dengan person to person. 

Venansia : Dalam praktik bapak sebagai seorang advokat, seberapa sering bapak 

menemui kasus di mana pertimbangan HAM tampak diabaikan 

dalam putusan pengadilan? Lalu Bagaimana Bapak menanganinya? 

Sugianto : Kalo saya selama saya menjadi seorang Advokat sejak tahun 2018 

dan sebelum saya disumpah saya lama atau aktif di Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia atau LBHI, selama saya aktif disana 

banyak sebenarnya putusan-putusan yang didalamnya 

mengindahkan pertimbangan hak asasi manusia. Anotasi yang salah 

satu yang pernah saya ikuti adalah terkait dengan hukum Lingkungan 

, disana ada pembakaran sawit yang kemudian pembakaran sawit itu 

merugikan tanah,karena kalo sawit dibakar, maka tanah tersebut 

tidak akan bisa tumbuh dengan subur, dan kalo tidak salah saya 

menganotasi salah satu putusan dari Pengadilann Tinggi Sumatera, 

dan saya menganotasi itu ditahun 2016 bersama ciaktivitasdimika 

fakultas hukum di universitas Muhamadya Surabaya. Saya salah satu 

dari yang menganotasi itu, dan banyak sebenarnya yang 

mengindahkan ahak asasi manusia, tapi saya masih percaya bahwa 

didunia peradilan terutama pengadilan, dan kalo kita bicara terkain 

Pengadilan, pengadilan itu adalah rumah dimna keadilan itu dicari. 

Disitu ada lambang Dewi Keadilan. Yang kedua adalah disana adalah 

cerminan Hakim itu ada idigium yang menyampaikan bahwa hakim 
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itu adalah wakil Tuhan. Tetapi melihat dinamikanya hari ini, melihat 

faktanya hari ini, ketika kita berbicara tentang hakim, maka kita 

sebagai advokat atau penasehat hukum, kalo didalam konteks hukum 

pidanakan kita berbicara tentang penasehat hukum, itu berbicara 

terkait hal itu, itu kita harus benar-benar mencari bagaimana kita 

meyakinkan hal itu, dalam konteks ini bagaimanapun juga 

kedudukan kita sebagai advokat sebagai apparat penegak hukum itu 

ada diluar sircale hakim sebagai orang yang kemudian yang berdiri 

netral tidak ada kemudian intervensi dihakim. Yang kedua kita harus 

berhadapan dengan Jaksa pengacara negara, dalam hal ini adalah 

Jaksa Penuntut Umum, bagaimana kemudian jaksa penuntu umum 

itu sebenarnya dan seharusnya itu membela hak-hak korban, tapi 

faktanya di hal ini saya tidak tahu, tapi sekarang lagi ramai, karena 

semua, karena jika kalo hakim ada komisi yudisal atau KY, yang 

mengawasi itu selain komwas, komwas itu kan pengawas internal 

Mahkamah Agung, tapi ada Lembaga koasi perintah yang dibentik 

pemrintah yaitu komisi yudisial, disitu kemudia kitab isa 

menyampaikan bahwa ini ada penyalahan kegunaan wewenang yang 

dilakukan oleh hakim dan dia berhak, dan disisi lain ada juga komisi 

kejaksaan yang bisa memeriksa kejaksaan. Kalo saya melihat jaks 

aini lagi proses kasasi, serta saya tidak mengikuti putusan langsung, 

tapi saya yakin putusan ini bleum incrah. 

Karena salah satunya adalah ini ada kecekalaan terhadap tersangka. 

Tersangka tidak boleh keluar negri selama proses ini belum selesai. 

Yang kedua adalah kalo kembali lagi pada pertanyaan ketiga, 

bagaiman kita melakukan penegakan hukum. Hukum sudah 

memberikan ruang sebenarnya, dalam prktiknya ketika kita tidak 

bisa mendapatkan keadilan. Berbicara terkait keadilan, keadilan dari 

perspektif yang mana dulu? Kalo seandainya perspektifnya adalah 

HAM, kita ttidak bisa mendapatkan hak, masih ada upaya banding, 

kasasi sampai kemudian incrah. Kemudian kita liat bersama kalo 

negara kita kita ini punya sejarah yang panjang terkait dengan 

penegakan hak asasi manusia, salah satu PR hari ini penegakan hak 

asasi manusia yang masih belum terjawab itu adalah penegakan hak 

asasi manusia ,pelanggaran HAM berat, terkait dengan salah satu 

senior saya adalah Munir, yang salah satu kasusnya sampai saat ini 

masih belum jelas dari presiden ke satu kepresiden yang lain yang 
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penegakan HAM berat dan pelanggaran Ham berat masih binggung, 

bisa ditangani dengan jelas, walaupun hukumnya pada saat itu 

istrinya almarhum Munir, itu kemudian bisa menggugat Garuda 

Indonesia dan kemudian gugatan itu dikabulkan, dikabulkan dan 

ganti kerugian, tapi kemudian tidak bisa kemudian mengembalikan 

nyawa seseorang. Penegakan pelanggaran hak asasi manusia itu 

masih terjadi, terbukti dari itu tadi sampai hari ini pelanggaran HAM 

berat masih ada, catatan ini sebenarnya masih kebawah itu masih 

mengerucut dari segi yang paling terlihat adalah contoh dipenegakan 

hak asasi manusia yang masih menjadi PR. 

Venansia : Lalu bagaimana pendapat bapak tentang penggunaan bukti dan saksi 

dalam kasus ini? Apakah prosedur hukum yang dijalankan sudah 

memadai untuk memastikan penghormatan terhadap HAM? 

Sugianto : Kalo menurut saya, terkait dengan pembuktian, kalo omong terlkait 

materil , dalam KUHAP, dalam KUHAP Ketika saksi fakta tidak 

bisa membuktikan seharusnya ada sksi yang harusnya dihadirkan 

jaksa penuntun umum adalah ahli, ada saksi fakta ada ahli, maka 

kemudian ahli dan disini sebenarnya ada ahli berkendara, dan disini 

sudah dijelaskan secara runtut dan secara kompersif bagaimana 

kemudian CCTV, kemudian ahli kecelakaan, kenapa kok tidak ahli 

didalm forensik, melihat luka-luka ini saya yakin luka-luka ini juga 

sudah dibahas didalam putusan ini , tetapi kenapan dalam keyakinan 

hakim, ya walaupun keyakinan hakim itu didalam konteks 

pembuktian itu ujung tombak dari putusan tetapi disini hakim tidak 

bisa melihat aspek keadilan sehingga ini salah satunya 

menghadirkan DR,Reny dimuka persidangan dibawah sumpah 

sebagai ahli, berbicara bagaiman konteks dia sebagi korna, 

kemuadian agaimna korban itu perkranya menurut keahliannya 

membaca ini semua. Tapi sekali lagi hakim tidak mengindahkan 

saksi dan ahlinya, kalo saya, saksi dan ahlinya saksi alat bukti yang 

lain sudah lengkap dan tidak ada kemudian mengarah kepelaku yang 

lain, kenapa hakim tidak memutuskan untu bersalah. 

Venansia : Apakah ada aspek dalam putusan ini yang menurut bapak dapat 

menjadi preseden yang berbahaya atau mengkhawatirkan bagi 

penegakan hukum HAM di Indonesia? 

Sugianto : Kalo kita bicara terkait PHI, PIH, kalo kita berbalik berbicara tentang 

itu eropa kontinetal dan askloscien memiliki dua hal yang berbeda, 
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kalo omong tentang hak, hukum diindoneisa dua-duanya dipakai, 

kalo ini benar-benar ada dan kemudian menjadi putusan yang incrah 

, maka ini bisa dijadikan yudisprudens, maka ini cukup berbahaya, 

ini bisa membebaskan tersangka-tersangka yang bisa menghilangkan 

barang bukti dia bisa menutup barang bukti ,dia bisa mengkontruksi 

ulang dia mmepunyai kekuatan untuk menghilangkan bukti, salah 

satunya yaitu dikasusnya sambo , bagaimna kemudian tekan dari 

komnas HAM dan seluruh masyarakan bahkan KY, seluruh 

akedmisi, pemerhati, saya kira kasus ini juga demikian. Dan ini juga 

termasuk juga sikap atas pengadilan, ini juga bisa dijadikan salah 

satu rujukan termasuk juga tulisan-tulisan jurnal terkait dengan 

putusan ini. 

Venansia : Bagaimana seharusnya sistem peradilan kita memperkuat penerapan 

HAM dalam kasus-kasus pembunuhan atau tindak pidana berat 

lainnya? 

Sugianto : Kalo saya lebih kepeningkatan kapasitas. Contoh peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, saya tidak dalam konteks 

mengomentari bagaimana internal Mahkama Agung tetapi kita 

banyak melihat bahwa hakim ini juga harus membaca dan hakim juga 

harus mengklir, kadangkal saya sendiri sebagai Advokat banyak 

berdiskusi kemudian berdebat didalam konteks pengadilan , kalo 

saya rasa kamu bisa lihat pada saat kamu menjadi mahsiswa hukum 

magang dikantor saya di AFP Law Frim, bagaiman kemudian 

konteks hak asasi manusia itu sangat dindahkan sekali. Contoh 

bagaiman kemudian hakim harus membuktikan seluas-luasnya 

pembuktian didalam hukum pidana, memberikan kedua konteks 

yang berimbang, tapi faktanya tidak, pengadilan itu seperti layaknya 

corong undan-undang saja, bagaimana kemudian sidang itu dikejam- 

kejam , bagaimana tidak Pengadilan sekelas A khusus di Surabaya 

yang hamper setiap harinya ada puluhan perkara, hakimnya da 

berapa, kemudian belum perkara perdata, seharusnya beban ini 

dalam konteksini sebnarnya harus benar-benar kita perhatikan tidak 

hanya konteks terkait dengan perkaranya, hakimnya juga harus 

dibenerin. 

Venansia : Apa yang dapat dilakukan bapak sebagai seorang advokat dan 

organisasi HAM untuk meningkatkan kesadaran hakim dan 

masyarakat terhadap pentingnya HAM dalam proses peradilan? 
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Sugianto : Kalo saya pernah dulu bergabung disalah satu lembaga yang itu 

didirikan oleh salah satu orang yang pernah menjadi jaksa, dan 

kemudian menjadi advokat dijakarta, dan saya kira Upaya yang harus 

dilakuakn oleh kita sebagai orang yang hebat, kita harus melakukan 

secara komperhensif dan jelas siapa yang kemudian disalahkan, 

didalam konteks hukum peradilan hukum acara, kita mengenal 

adanya subyek, jaksa penuntut umum, kemudian ada panitera, ada 

internal mahkamah agung, kemudian ada hakim yang memutus, ada 

kepolisian yang untu melakukan penyelidikan , sampai proses untuk 

siap disidangkan, terus kemudian diluar lingkaran ini ada yang 

Namanya advokat, saya rasa dari semua aspek ini perlu disasahkan 

semuanya, kita hanya satu konteks, kalo kita ingin memperbaiki, 

kalo kita ingin mereformasi, reformasi peradilan, dulu saya pernah 

mengikuti program yaitu mata keadilan, itu salah satau reformasi 

pengadilan dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Bagaimna 

kemudian kita melihat, putusan hakim, kemudian sikologis hakim 

itu, kemudian reformasi pengadilan diinternal nya, apakah kemudian 

korbanya kemudian mendapatkan hak yang sama,bagaimana 

jaksanya, bagaimana polisinya, bagaimana advokatnya, kalo ini 

semuanya bisa bermain dan sangat setuju, maka yang kemudian yang 

harus konsentensi itu dimulai dari diri kita sendiri, mendidik diri kita 

agar kemudian diri kita menghormati hak asasi manusia, kalo kita 

sendiri kemudian mendidik baru kemudian melakukan dengan 

contohsalah satu hal yang kecil, dengan tidak melakukan suatu hal 

yang sangan pantas,itu menylahkan,dipengadilan contohnya, kalo 

emang surat kuasa dikenai biaya lima ribu ya kita bayar lima ribu, 

tidak perlu kita membayar lebih dari itu, mengambil jaringan 

putusan, dan adanya ecourt itu tidak berlaku.dengan kemudian 

melakukan peningkatan kapasitas kerja sama, persamaan persepsi 

bahwa hak asasi manusia ini penting. 

Venansia : Dari perspektif Bapak sebagai advokat, apakah Bapak melihat 

kebutuhan untuk mereformasi hukum atau prosedur tertentu untuk 

memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM ditegakkan dalam 

pengadilan pidana? 

Sugianto : Kalo saya dalam konteks peradilan, adalah contenofcourt adalah 

tidak boleh dilakukan, Tindakan-tindakan yang tidak boleh 

didahuluhkan,maka   kemudian,apa   yang   kemudian   akan 
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dilakukan,yang dilakukan walaupun system ini sudah bagus tapi 

SDMnya kemudian tidak tertata ya sama saja. Sesuatu hal itu bisa 

dilakukan terkait dengan SDMnya harus memataskan konteksnya, 

kalo kita berbicara membuat system, hukumnya sudah bagus, 

sistemnya sudah bagus, tapi kemudian apparat penegakan hukumnya 

yang belum bagus ya sama saja. Maka kemudian konteks yang 

kemudian kita sasahkan adalah reformasi besar-besaran. Bagaimna 

kemudian kekuatan Tuhan itu tidak bisa, KUHP ya, kalo masyarakat 

umum kasih uang habis perkara. Dan idigium-idigium seperti inilah 

yang harus diperbaiki. Masalah pidana itu gampang, misal 86, itu 

yang saya mau bisa tertanam mulai dari bawah konteks hukum ini 

ketika melapor itu polisi harus sudah bisa tanggap terhadap laporan, 

dan saya rasa tidak bisa sesederhana seperti itu kalo dalam proses 

peradilan, maka semuanya harus direformasi tidak hanya badan 

peradilannya saja, tetapi siapa yang kemudian berkesempatan atau 

mempunyai kepentingan mencari keadilan, itu juga harus jelas. Kalo 

dengan kita menolaknya dan kemudian kita memberikan sesuatu hal, 

maka kemudian tidak akan terjadi itu. Maka tidak sesederhana itu, 

kita harus melihat secara komperhensif, sekali lagi penegakan hukum 

yang perspektif hak asasi manusia itu tidak mudah. Walaupun itu 

tidak mustahil, susatu saat kita pasti akan punya, tetapi untuk saat ini 

masih menjadi PR penegakan hukum diindonesia. Dengan terbukti 

yang saya bicara tadi bagaimana pelanggaran berat hak asasi manusia 

yang sekarang masih jadi pr. 

Venansia : Apakah ada prinsip HAM yang paling penting dalam kasus 

pembunuhan menurut Bapak? 

Sugianto : Perspektif hak asasi manusia yang paling penting saya rasa semua 

prinspnya harus dijalankan, tidak hanya berpaku pada salah satunya 

saja, jika kitab isa berbicara tentang tujuan hukum. Tujuan hukum itu 

kepastian, keadilan. Itu tidak akan bisa berjalan beriringan, kalo kita 

omong tentang kajian politik hukum,kalo kita berbicara sejarah 

hukum, kalo penegakan hukum ini ditegakan dan kemudian kita 

berbicara tentang konsep keadilan. Dalam konteks hukum itu 

seharusnya bisa didahuluhkan yang mana dulu, tapi Ketika kita 

berbicara konsep mana dulu yang dijalankan, ya semuannya harus 

dan wajib dijalankan. Karena penegakan hak asasi manusia ini akan 

bisa dimainkan Ketika kita tidak paham terkait dengan hak-hak orang 
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lain. Dianggapnya Ketika kita berbicara terkait hak asasi manusia, 

harus berlaku hal yang sama, padahal ada takaran-takaran mana 

yang bisa dikurangi mana yang tidak bisa dikurangi. Tentang hak 

politik tidak bisa dikurangi, kecuali dia melakukan tindak pidana 

korupsi, sehingga hak politiknya akan dicabut. Maka Ketika kita 

berbicara terkait perspektif itu, ya harus dasarnya dulu itu, jangan 

kemudian berbicara tiba-tiba hak asasi manusia itu harus begini 

begitu. 

Venansia : pertanyaan terahkir; Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan 

informasi pemecatan ketiga Hakim yang menangani perkara ini? 

Sugianto : Kalo saya berbicara terkait pemecatan pastinya berbicara tentang 

internal Mahkamah Agung,tentang bagaimana kemudian kebijakan 

Mahkah Agung,memang kalo terbukti hakim itu menyalahgunakan 

kewenangan, kemudian tidak berperinsip pada asas-asas sebagai 

hakim dan kemudian hakim kan itu dibawah sumpah dan sebagai 

wakil Tuhan dan kemudian mereka mempermainkan, ada inerfensi 

dengan putusan ini, saya rasa saksi itu harus dijatuhkan, karena ini 

menjadi efek jera bagi mereka, dan kemudia menjadi pemebelajaran 

bagi kita semua bahwa, menjadi penegak hukum itu juga melekat 

kode etik dan tanggung jawab. Sebagai apparat penegak hukum, 

bagaimana kemudian berbicara konteks idigium, hakim adalah wakil 

Tuhan bagaimna kemudian kita berbicara tentang reformasi di 

pengadilan, hakim itu lebih tinggi, kenapa kita duduk di bawah, 

disbanding kan hakkim, dan kemudian di panggil yang Mulia, 

seharusnyakan dia bisa mencerminkan sikap dan roh dia sebagai 

pemutus, sesuai dengan Namanya kekuasan kehakiman dan 

peraturan-peraturan yang di sampaikan di Internal Mahkamah 

Agung. 

Venansia : "Baik, Pak Sugi, sepertinya itu semua pertanyaan yang ingin saya 

ajukan. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya yang 

sangat membantu." 

Sugianto  : "Sama-sama Sonya. Semoga bermanfaat ya Sonya." 

Venansia : "Sangat bermanfaat, Pak. Penjelasan yang Bapak berikan sangat 

membantu saya dalam memahami aspek hukum dan hak asasi 

manusia terkait kasus ini. Terima kasih juga untuk pandangan- 

pandangan yang telah Bapak sampaikan." 
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Sugianto : "sama-sama sonya yang rajin ya, semoga penelitiaanya berjalan 

lancar biar segera wisuda." 

Venansia : "Amin, terima kasih atas doa dan dukungannya pak,dan semoga 

Bapak juga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua 

urusan." 

Sugianto : "Terima kasih juga. Semoga sukses." 

Venansia  : "Amin, terima kasih, Pak. Selamat sore, dan sampai jumpa lagi." 

Sugianto : "Selamat sore, sampai jumpa lagi Sonya." 
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